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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi nafkah madhiyah suami terhadap istri pasca perceraian di

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yaitu tahun 2013-2016 yang diberikan

setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, karena didalam

prakteknya dimasyarakat masih ada suami yang tidak mau membayarkan atau

kewajibannya. Sehingga hal ini mengakibatkan mantan istri harus mengajukan

gugatan kembali yakni gugatan rekonvensi atau bahkan banyak pihak istri

harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga

anak-anaknya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi nafkah madhiyah suami

terhadap istri pasca perceraian di pengadilan agama kelas 1.A kendari, telah

sesuai apabila nafkah madhiyah dibayar oleh pihak suami. Karena suami

memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Dan ada beberapa

kasus tidak sesuai dengan hukum Islam, karna tidak membayarkan nafkah

madhiyahnya. Bagi suami yang belum membayar nafkah madhiyahnya kepada

istri maka terhitung sebagai utang yang harus dibayar oleh pihak suami.

Sehingga tidak menggugurkan kewajiban suami. Bagi suami yang tidak

mampu dalam hal finansial, maka harus dibayar jika suami telah mampu untuk

membayar.
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B. Saran-Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan beberapa

saran yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari diharapkan agar tetap menghimbau

secara tegas kepada pihak suami terhadap pembayaran nafkah madhiyah

sebelum ikrar talak, agar para pihak istri tidak mengeluh lagi kepada pihak

pengadilan bahwa nafkah madhiyahnya belum terbayarkan, atau bahkan

tidak lagi mengajukan gugatan rekonvensi.

2. Khusus bagi pihak suami bahwa, apabila menceraikan istrinya maka harus

mengetahui kewajibannya agar tidak serta merta mau membayarkan nafkah

madhiyahnya atau tidak. Sehingga, pihak istri tidak perlu mengajukan

gugatan kembali dalam hal ini yakni gugatan rekonvensi.
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